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BAB 1
PENDAHULUAN

[bookmark: _Toc156156356] I.1 Latar Belakang Masalah

[bookmark: _Hlk132361815]Pembangunan ekonomi adalah satu rangkaian usaha atau upaya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan atau menaikan kualitas hidup masyarakat suatu daerah, memperluas lapangan pekerjaan dan memperbaiki pendapatan masyarakat secara merata, pembangunan sendiri tidak akan bisa lepas dari kondisi ekonomi, salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yaitu melakukan pengembangan wiraswasta dimana kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk membimbing serta meningkatkan kapabilitas masyarakat dari kalangan ekonomi lemah, dalam keadaan ini, dinamika yang menarik adalah terkait struktur industri yang berpengaruh dalam perekonomian (Edgard. R, 2006: 341). 
Demi kehidupan yang bermasyarakat, lapangan pekerjaan sangatlah dibutuhkan demi keberlangsungan hidup yang dijalankan. Namun, pada realitanya hal ini masih menjadi masalah yang terjadi di Indonesia. Terbatasnya lapangan pekerjaan membuat masyarakat diharuskan mandiri dan inovatif agar dapat membuka lapangan kerja sendiri seperti pengusaha. 
[bookmark: _Hlk132361933]Menurut Sutjiatmi & Puspita (2019) menyatakan bahwa                     p                              ermasalahan pengangguran merupakan permasalahan yang sampai saat ini pemerintah belum dapat menangani secara maksimal baik pemerintah nasional maupun pemerintah daerah, Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun tetap saja belum mampu untuk menyelesaikan permalasahan tersebut.1

[bookmark: _Hlk132361952]Industri merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran penting dalam pembangunan suatu daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat pada daerah tersebut, pembangunan ekonomi yang dilakukan melalui sektor industri pada suatu negara akan membawa keuntungan dalam jangka panjang, secara fundamental dapat mengubah strukur perekonomian suatu negara, baik negaranya maupun masyarakatnya khususnya peralihan dari ekonomi tradisional dimana ekonomi tersebut berpusat pada bidang pertanian menjadi ekonomi modern yang berpusat pada sektor industri (Tambunan, 2001: 15). 
Keberadaan industri di suatu wilayah baik dalam berskala besar maupun skala kecil akan berpengaruh dan dapat mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, sumber daya alam yang dikelola dengan tujuan memenuhi kebutuhan manusia, berbanding terbalik dengan kebutuhan manusia yang secara terus-menurus meningkat yang mendorong kemungkinan baru dalam proses pengolahan dan menguras summber daya alam yang ada.
Pembangunan industri mempunyai dampak langsung maupun dampak tidak langsung bagi suatu daerah, dampak langsung yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi adalah berkurangnya area pertanian di daerah tersebut dan dampak tidak langsungnya adalah peralihan mata pencaharian masyarakat setempat dari bidang pertanian ke bidang industri dan jasa/perdagangan. Dampak langsung maupun tidak langsung dari pembangunan ekonomi tersebut mempunyai pengaruh yang posiif dan juga pengaruh negatif.
Dampak positif yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi adalah dapat menciptakan keragaman kehidupan ekonomi didalam masyarakat dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat tersebut, sedangkan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari pembangunana ekonomi ini adalah timbulnya kecemburuan sosial dari masyarakat setempat akibat adanya persaingan dalam pekerjaan.
[bookmark: _Hlk132361971]Industri rumahan (home industry) ialah aktivitas produksi dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian pengelolaanya dilakukan di lingkungan rumah dengan tujuan memiliki nilai jual. (Fuadi, 2008)
Industri rumahan atau biasa dikenal dengan industri rumahan adalah salah satu bentuk pengembangan ekonomi yang dilakukan dengan adanya perubahan sumber daya yang digunaka dan menggunakan alat-alat sedehana, industri rumahan juga bersangkutan dalam proses pergantian dari yang dahulu menggunakan metode padat karya atau pengolahan yang dialkukan menggunakan tenaga manusia berubah menjadi metode padat modal atau modernisasi dimana cara pengolahan produk menggunakan mesin. 
Industri rumahan biasanya didirikan di kawasan atau daerah yang dekat dengan bahan baku yang digunakan oleh industri tersebut. Industri kecil memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dikarenakan industri kecil mempunyai peluang dan potensi  yang sangat luas. 
Potensi yang dimiliki oleh industri tersebut diantaranya terletak pada jumlah industri rumah tangga serta persebarannya, penyerapan tenaga kerjanya, pemanfaatan bahan baku lokal yang dibutuhkan, serta eksistensi industri tersebut di semua sektor ekonomi dan ketahanan pada saat kondisi darurat atau krisis.
Keberadaan Industri rumahan atau lebih dikenal dengan industri rumah tangga di suatu desa memiliki peran penting dalam konteks pembangunan nasional, hal ini dikarenakan keberadaan atau eksistensi industri rumah tangga tersebut dapat memberikan sebuah penyelesaian bagi para tenaga kerja yang belum tertampung dan dapat meningkatkan  perekonomian masyarakat di desa tersebut. 
Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak Industri rumahan yang telah ikut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang perindustrian, Industri rumahan dikategorikan berdasarkan banyaknya pekerja yang meliputi : industri rumahan tenaga kerja yang dimiliki hanya 1-4 orang saja, usaha kecil tenaga kerjanya minimal 5-19 orang, industri menengah dengan tenaga kerja berjumlah 20-99 orang, dan industri besar dengan tenaga kerja berjumlah lebih dari 100 orang.
      Industri rumahan juga tercantum dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang industri kecil, yaitu industri atau sebuah usaha yang memiliki     kekayaan bersih maksimal sebesar 200 juta rupiah, dan kekayaan tersebut tidak dengan tanah serta bangunan yang menjadi lokasi untuk berbisnis, dengan penghasilan kurang lebih 4 Milyar dalam 1 tahun.
[bookmark: _Hlk132362014]Dengan adanya industri rumahan tentunya memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar khususnya pada golongan ekonomi yang masih lemah, Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari adanya Industri rumahan dapat                dijadikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan sumber daya manusia menjadi wirausaha yang handal serta dapat memperkuat ekonomi nasional. (Riyansyah et al., 2018: 90) Kelebihan pada industri rumahan yaitu pemilik industri rumahan dapat memiliki kebebasan dalam mengatur usahanya dan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat di sekitar industri. 
Industri tahu merupakan salah satu jenis industri yang bergerak dibidang pengolahan pangan dari bahan baku kedelai. Rata-rata industri tahu dikembangkan pada sektor rumah tangga, sehingga disebut sebagai Industri Rumah Tangga (IRT) pembuatan tahu. Peralatan produksi yang digunakan bersifat manual hingga semi otomatis (Wignyanto, 2020). Menurut (Djayanti, 2015), industri tahu merupakan salah satu industri skala kecil yang menghasilkan produk pangan berbahan dasar kedelai. Kawasan industri tahu biasanya berada di daerah permukiman penduduk yang dikelola pribadi oleh keluarga. Industri tahu rumahan merupakan industri dengan tenaga kerja dan modal yang kecil serta menggunakan peralatan produksi yang sederhana. Industri tersebut digerakkan secara mandiri oleh perorangan, sehingga laba dan rugi ditanggung sendiri oleh pemilik. Tenaga kerja tidak mengambil dari lingkungan sekitar melainkan anggota keluarga dari setiap pemilik industri (Holle and Dewi, 2014).
Definisi limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan lagi bagi masyarakat, limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami peruraian. 
Kebanyakan industri yang ada membuang limbahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi bau busuk sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah. Sebagian pengusaha industri yang akan membuang limbah diwajibkan mengolah terlebih dahulu untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup disekitarnya. 
[bookmark: _Hlk132362034]Limbah atau ampas cair tahu merupakan bahan atau limbah buangan yang diperoleh agar dari produksi tahu yang sudah tidak lagi terpakai. Limbah cair tersebut berupa sisa air rendaman, air sisa rendaman yang tidak menggumpal atau gagal, dan limbah cair yang berwarna kuning muda keabu-abuan yang sudah keruh yang jika tidak segera ditindaklanjuti atau dibuang akan menghitam dan berbau (Nurhasan dan Pramudyanto, 1991). 
Limbah cair tahu atau ampas dari produksi tahu yang bersifat cair jika dibuang ke perairan dapat berdampak negatif bagi kualitas air di perairan tersebut seperti menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyengat di sungai atau tempat pembuangan limbah tersebut.
Agar terhindar dari pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah cair, pemerintah harus mengawasi aktivitas tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila dari pemerintah sudah membuat serta menetapkan semua program untuk mencegah pencemaran tersebut namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam artian masih banyak masyarakat yang masih membuang limbah cair ke sembarang tempat, hal seperti ini dapat disebabkan karena dari  pemerintah sendiri dirasa kurang tanggap dalam mencegah pencemaran lingkungan, walaupun program sudah dibuat dan ditetapkan tapi tidak ada pengawasan dari pemerintah maka program tersebut tidak akan berjalan secara maksimal.
Terkait industri rumahan, di Kabupaten Tegal tepatnya di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten tegal terdapat industri rumahan yaitu industri tahu, Beberapa masyarakat didesa karangmangu mempunyai industri rumahan yaitu industri Tahu dan diperjualkan, Namun tidak semua warganya memproduksi Tahu, setidaknya ada 17 Industri rumahan yang memproduksi Tahu tercatat yang sudah memiliki izin 10 dan yang belum memiliki izin 7 pengusaha, Produksi Tahu tidak dilakukan dalam satu wilayah atau dusun saja, melainkan dilakukan di  Dusun Kalipinang dan Dusun Jatikampir. 

Tabel I. 1 Data Pengusaha Tahu Desa Karangmangu 2023
	
NO
	
NAMA
	
RT/RW
	   PERIZINAN
	JML PRODUKSI
(L)/BULAN

	1
	SUHANTO
	11/02
	BER IZIN
	±6000 Kg

	2
	SUGIYONO
	12/02
	BER IZIN
	±4000 Kg

	3
	MEDON
	11/02
	BER IZIN
	±4000Kg

	4
	NASIKIN
	11/02
	BER IZIN
	±4500Kg

	5
	ALWI
	12/02
	BER IZIN
	±4500Kg

	6
	H. JANUDIN
	12/02
	BER IZIN
	±3500Kg

	7
	TARMUDI
	12/02
	BER IZIN
	±3000Kg

	8
	ABAS
	11/02
	BER IZIN
	±3000Kg

	9
	SUKERI
	12/02
	BER IZIN
	±6000Kg

	10
	SARIPAH
	11/02
	BER IZIN
	±4500Kg

	11
	TARYONO
	11/02
	TDK BER IZIN
	±2000Kg

	12
	SULASTRI
	12/02
	TDK BER IZIN
	±3000Kg

	13
	SUEB
	11/02
	TDK BER IZIN
	±3000Kg

	14
	BAMBANG
	12/02
	TDK BER IZIN
	±1500Kg

	15
	KOMARUDIN
	12/02
	TDK BER IZIN
	±1000Kg

	16
	NASIKHI
	12/02
	TDK BER IZIN
	±1000Kg

	17
	KHOLIL
	11/02
	TDK BER IZIN
	±1500Kg


Sumber: Observasi, 2023

Industri rumahan tahu biasanya merupakan usaha yang dijalankan secara turun-temurun dari keluarga. Semakin berkembangnya rumah industri Tahu tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan jumlah tuna karya atau pengangguran yang terjadi di Desa Karangmangu. 
Dengan adanya industri rumahan di Desa Karangmangu, maka dapat menimbulkan hal positif akibat dari berjalanya industri tersebut. selain masyarakat menjadi produsen, masyarakat lain juga dapat menjadi distributor yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Saat ini limbah terbesar di Desa Karangmangu berasal dari limbah yang diakibatkan oleh produksi Tahu yang sebagian besar hanya dialirkan ke sungai dan sebelumnya belum melalui proses pengolahan, hal ini terjadi disebabkan para pelaku produksi tahu kurang mendapatkan perhatian khusus dan kurangnya pengetahuan tentang bahaya limbah yang dibuang ke sungai apabila terus-menerus dilakukan, untuk meminimalisir dampak dari limbah tersebut, diperlukan pengawasan partisipatif yang terarah dan terencana dari dinas terkait.
Pencemaran sungai akibat dari limbah industri yang sudah terjadi sejak lama         dan sudah menjadi kecenderungan para pelaku usaha membuang limbah ke sungai                  yang berdampak pada warna air sungai yang berubah dari segi warna maupun rasa sehingga air sungai menjadi sangat keruh, dan berbau busuk yang sangat menyengat apalagi saat musim kemarau tiba, Bau yang sangat menyengat ini dirasakan oleh masyarakat sekitar industri dan para pengguna jalan.
Masyarakat juga berperan serta terhadap pengawasan seperti menegur pengusaha yang masih bandel membuang limbahnya ke sungai yang didapati merusak lingkungan, selain berperan serta masyarakat juga menjadi pelaku adanya pembuangan limbah cair tahu.
 didapati selama 2022 ada 7 aduan secara lisan dari masyarakat ke kepala desa terkait bau yang bersumber dari limbah cair tahu, selain itu kepala desa juga selalu memberi tahu terkait akan adanya kerja bakti untuk membersihkan aliran sungai atau selokan agar limbah cair tahu tersebut bisa hilang baunya, biasanya dilakukan hari jumat diakhir bulan, anggaran terkait kerja bakti berkisar dari Rp. 100.000-200.000 digunakan untuk konsumsi dan pembelian BBM untuk alat pemotong rumput.
Fenomena yang ditemukan dilapangan yaitu karena kurangnya perhatian dari pemerintah masih ada beberapa pelaku usaha yang masih terbiasa membuang limbahnya kesungai, sekalipun sudah ada aduan dari masyarakat agar bau yang dihasilkan oleh limbah cair tahu bisa hilang, tetapi tidak ada penanganan secara khusus dari pemerintah untuk menanganinya.
Karena limbahnya bukan termasuk limbah B3, Industri rumahan harus membuat penampungan limbah, Membuat penampung merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebelum limbah dialirkan ke sungai, Penampung tersebut digunakan untuk mengurangi terjadinya pencemaran air sungai. Namun, tidak semua pengusaha industri memiliki tempat penampungan limbah seperti septic tank untuk sanitasi.
 Sanitasi merupakan bagian dari sistem pembuangan limbah yang bersifat cair, khususnya  yang berhubungan dengan pembuangan air kotor dari rumah tangga, selain itu dapat juga berasal dari sisa-sisa proses industri, pertanian, peternakan serta rumah sakit (sektor kesehatan). Sanitasi juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memberikan fasilitas yang ada di dalam rumah dapat menjamin rumah tersebut selalu bersih dan juga sehat. Hal ini tentunya didukung dengan adanya persediaan air bersih yang memadai serta pembuangan air kotoran atau sanitasi yang lancar.
Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal belum dijalankan secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena ada beberapa pengusaha Industri rumahan tahu yang masih melanggar, sehingga mengakibatkan para pengusaha Industri rumahan tahu masih ditemukan membuang limbahnya ke sungai yang dapat merusak ekosistem.
Secara umum yang sering menyebabkan pengawasan ini tidak berjalan yaitu tidak adanya respon dari pemerintah baik pemerintah desa maupun dinas terkait, sehingga membuat para pelaku usaha masih membuang limbah cairnya ke sungai.                                                                       
Menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa  masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Maka dari itu, masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk melaporkan pada dinas terkait agar mendapatkan solusinya.
[bookmark: _Hlk132362092]Partisipasi merupakan sebuah kegiatan atau aktivitas keikutsertaan dalam suatu program yang telah dibuat dan dilaksanakan atau turut berperan serta dalam program atau proyek tersebut. Winardi (2005:79) mengutarakan “partisipasi merupakan keterlibatan baik secara mental dan secara emosional seseorang didalam proses pengambilan sebuah keputusan, terutama dalam hal-hal yang menyangkut keterlibatan pribadi seseorang tersebut dalam melaksanakan tanggung jawabnya.”. 
[bookmark: _Hlk132362106]Selain itu Santoso Sastroputra (2008:40) juga mengungkapkan bahwa “partisipasi merupakan keikutsertaan secara spontan yang disertai dengan kesadaran serta tanggung jawab untuk keperluan kelompok supaya tujuan dari kelompok tersebut tercapai”.
Pelibatan Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pengawasan partisipatif merupakan bagian dari fungsi yang dilakukan khususnya dalam mengawasi limbah cair dan keadaan lingkungan yang terjadi di sekitar daerah produksi, Pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan limbah yang dari dulu sudah ada karena biasa dilakukan oleh sebagian para pelaku usaha  dengan membuang limbah ke sungai.
Terkait fungsi pengawasan pengelolaan limbah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mempunyai kewenangan untuk menjalankan salah satu fungsi manajemen yaitu controlling atau pengawasan. Seperti yang kita ketahui, tahap yang tidak bisa lepas dari persoalan suatu organisasi yaitu manajemen. Manajemen mempunyai peran yang berhubungan satu dengan yang lain, yakni perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), menggerakan (Actuating), dan pengawasan (Controlling). Fungsi tersebut biasa dikenal dengan POAC.
Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan atau controlling dari pembuangan limbah cair ataupun limbah padatnya dalam 10 tahun ini baru satu kali melakukan pengawasanya yaitu pada tahun 2019,  pengusaha tahu yang sudah memiliki izin harus menggunakan septic tank untuk tempat pembuangan akhir limbah cair tahu, jika didapati masih membuang ke sungai biasanya pengusaha tersebut terkena sanksi atau peringatan dari pemerintah dimana yang memegang peran tersebut adalah dinas lingkungan hidup (DLH) ASPEK YANG DIAWASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL.
1.   Ketaatan terhadap Izin lingkungan
2.   Ketaatan terhadap Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Izin pembuangan air limbah, izin Pengelolaan Limbah Limbah Bahan, berbahaya dan beracun (penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan)
3.   Ketaatan terhadap Peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)
Dalam melaksanakan pengawasan partisipatif, DLH atau Dinas Lingkungan Hidup tentunya tidak dapat berjalan sendiri dan harus melibatkan masyarakat, birokrasi, serta para pelaku usaha, hal ini perlu untuk diperhatikan mengingat lingkungan hidup yang telah Tuhan berikan hendaknya dijaga, dikembangkan dan dikelola agar memberikan manfaat bagi kehidupan yang ada di lingkungan sekitar.
Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), maka Dinas Lingkungan Hidup   Kabupaten Tegal mempunyai peran memberikan partisipasinya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian limbah Tahu di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub. 
Dinas Lingkungan Hidup dan para pelaku usaha dalam mengendalikan dampak lingkungan yang terjadi akibat dari adanya pembuangan limbah yang dilakukan oleh para pelaku usaha, pada keadaan ini dinas lingkungan hidup kabupaten Tegal melaksanakan sebuah pengawasan  terkait akibat dan manfaat dari limbah tahu di Desa Karangmangu pada tahun 2019  untuk menimalisir rusaknya ekosistem yang ada disungai dan sekitar sungai. 
Berlandaskan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan riset sejauh mana pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal terhadap limbah yang ada di Desa Karangmangu dan menuangkan hasil karya ilmiah dengan judul 
”PENGAWASAN PARTISIPATIF TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH CAIR INDUSTRI RUMAHAN TAHU DI DESA KARANGMANGU  KECAMATAN TARUB KABUPATEN TEGAL”
I.2 Rumusan Masalah

Fungsi pengawasan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal perlu dilaksanakan untuk mengatur seluruh bentuk usaha seperti pengawasan partisipatif pada kegiatan Industri rumahan tahu di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub, Adanya Industri rumahan tahu tersebut tentunya menghasilkan limbah cair yang dapat mengganggu ekosistem sungai itu sendiri. Selain itu, bau yang ditimbulkan dari limbah tersebut tentunya dapat mengganggu masyarakat sekitar.
Seperti pada Industri rumahan tahu di Desa Karangmangu Kecamatan Karangmangu, setidaknya ada 17 pengusaha Tahu yang berjalan dan sebagian pengusaha Tahu membuang limbah cairnya langsung dialirkan ke sungai dan tentunya dapat merusak ekosistem apabila dilakukan secara terus-menerus.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik dan dikemukakan dalam rumusan masalah penelitian, antara lain :
1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Masyarakat dan dinas lingkungan hidup terhadap limbah cair Industri rumahan tahu di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Masyarakat dan dinas lingkungan hidup  dalam menjalankan pengawasan terhadap limbah cair industri rumahan tahu di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub ?
I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
[bookmark: _Toc156156359]  I.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pengawasan partisipatif yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan masyarakat terhadap limbah cair industri rumahan tahu di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pengambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif terhadap limbah cair Industri rumahan tahu di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub.
I.3.2 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Hasil yang didapat dari penelitian yang dilaksanakan oleh penulis diharapkan bisa digunakan sebagai bahan literatur dan masukan bagi ilmu sosial dan ilmu politik guna dapat dijadikan bahan untuk perkembangan keilmuan khususnya dibidang Manajemen Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah : Penelitian ini sebagai bahan masukan kepada pihak pemerintah pada khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan pemerintah desa agar melakukan pembinaan terhadap pengusaha Industri rumahan dan meningkatkan partisipasinya dalam mengawasi aktivitas industri rumahan yang mengacu pada perlindungan dan lingkungan hidup.
b. Bagi penulis : dapat menjadi wawasan dan pengetahuan dalam meningkatkan kemampuan berfikir penulis, dan menerapkan ilmu dalam pembuatan skripsi.
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah data pendukung yang dapat dijadikan bahan literatur yang dilaksanakan oleh penulis dan bertujuan untuk memperoleh bahan perbandingan serta untuk menghindari dugaan keserupaan       dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi bahan pertimbangan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Skripsi  oleh umroifun afifah Tahun 2019 “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Pabrik Tahu (Studi Di Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan)”
Berdasarkan hasil dari kajian ini, terdapat dua hal penting yaitu pengendalian yang dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup terhadap kotoran pabrik atau limbah pabrik tahu di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta pengawasan dinas lingkungan hidup terhadap limbah pabrik tahu berdasarkan Fikih Lingkungan. 
                 Kajian yang dilakukan ini merupakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan metode pendekatan penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan juga data sekunder. Data Primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara bersama informan terkait, sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku, kitab-kitab fikih, dan peraturan perundang-undangan, serta sumber lain-lain yang mempunyai hubungan dengan pengawasan. 17

                 Hasil dari kajian ini mengungkapkan bahwa pengawasan atau pemantauan pabrik limbah tahu oleh dinas lingkungan hidup Desa Mojorejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan masih belum optimal, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan juga belum memiliki SOP (Standart Operating Procedur) untuk melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengawasan sesuai dengan SK Rencana kerja dan Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. 
           Limbah pabrik tahu ini dinyatakan aman dan tidak mempunyai indikasi berbahaya karena telah berhasil memperoleh izin sesuai standar  Baku Mutu Lingkungan yang sudah ditentukan dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah. Pengendalian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan kepada Limbah pabrik tahu menurut hasil pengamatan Fikih Lingkungan, Pengawasan dianggap sebagai wasa’il (sarana) agar memudahkan pelaksaan pengawasan yang dilakukan. 
2. Skrisi oleh Yusniah Tahun 2021 “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengeolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Di Kota Makassar”
Tujuan dari kajian atau penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi terkait implementasi dari pengawasan secara preventif dalam pembuangan limbah B3 dan implementasi pengendalian penanggulangan terhadap pemeliharaan limbah atau kotoran B3 yang terdapat pada lingkungan industri kota Makassar. 
                Kajian ini menggunakan jenis kajian atau jenis penelitian deskriptif kualitatif. Total informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebanyak empat orang yang sudah diidentifikasi dalam kajian ini dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam kajian ini, yaitu dengan menggunakan teknik observasi, teknik wawancara serta dokumentasi. Perolehan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Kota Makassar. 
                Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh informan tentang aturan yang menjadi pedoman pengawasan dan sosialisasi, telah dilakukan upaya untuk kelancaran dalam pelaksanaan penertiban selaras dengan aturan yang telah ditetap dan telah melakukan pengendalian preventif oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar yaitu seperti pemberian sanksi atau hukuman kepada pelaku usaha atau adanya tindakan yang tegas dari pemerintah setempat sesuai dnegan peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Skripsi Oleh Naufaldy Surya Darma Tahun 2017 “Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan Terhadap Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Bagi Pelaku Usaha Industri”
Penelitian ini menjawab permasalahan yang berkaitan dengan proses perizinan tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan pelaksanaan pemeriksaan Badan Lingkungan Hidup Kota Medan. Selain itu, dalam penelitian ini juga membahas tentang izin tempat penyimpanan sementara limbah industri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan dari pencegahan pengawasan. Badan Lingkungan Hidup Kota Medan menyetujui tempat penampungan sementara dari limbah industri B3.
        Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum deskriptif dan pendekatan yang dilakukan menggunakan hukum empiris atau yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan bahan hukum primer dan badan hukum sekunder serta menggunakan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan.   
        Berdasarkan kajian yang telah dilakuka, izin untuk tempat penampungan sementara limbah B3 terhadap perusahaan industri yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Medan. Dalam hal ini, permohonan izin harus sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang  Tata Laksana Perizininan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. Dalam peraturan tersebut menyebutkan untuk memperoleh izin menyimpanan sementara limbah B3 dilakukan pemeriksaan teknis terlebih dahulu oleh tim pemeriksa atau tim pemeriksa dan pengawasan terkait pelaksaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan perbaikan yang disebabkan oleh limbah B3 dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup daerah (PPLHD).  
             Permasalahan lingkungan hidup disertai dengan adanya kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia, kurnagnya pegawai profesional yang ada untuk melaksanakan pengawasan, kurangnya kesadaran para pengusaha agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada, biaya operasional yang harus dikeluarkan relatif tinggi untuk melakukan pemantauan limbah B3, serta prosedur yang ditetapkan oleh Pelaksanaan Pengawasan Badan Lingkungan Hidup untuk dapat memperoleh izin menyimpanan limbah B3 cukup rumit
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan, memiliki kesamaan yakni sama-sama meneliti mengenai pengawasan. Namun, perbedaan yang paling mencolok terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Umroifun Afifah. Penelitian tersebut tidak meneliti mengenai  pengawasan partisipatif pembuangan limbah, tetapi meneliti pengawasan menggunakan pengawasan dari Fiqih Lingkungan.
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengawasan dapat berdampak bagi suatu lembaga atau pengusaha yang diawasi. Maka, pada penelitian terdahulu akan menjadi rujukan dan bahan literatur di penelitian ini, yang akan membahas mengenai pengawasan partisipatif dan faktor penghambat pemantauan atau pengendalian yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terhadap limbah Industri rumahan tahu Di Desa Karangmangu.
II.2 Kerangka Teori

2.2.1 Teori Menajemen

Manajemen merupakan suatu tahapan yang dilaksanakan untuk dapat mewujudkan tujuan dari suatu organisasi dengan melalui beberapa rangkaian kegiatan atau aktivitas berupa perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing , dan pengendalian atau controlling terhadap perorangan serta sumber daya yang ada dalam suatu organisasi tersebut, Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah (2005:6).
Melayu Hasibuan (2009:2) menyebutkan bahwa manajemen adalah sebuah ilmu atau seni yang digunakan untuk mengatur proses serta memperoleh manfaat yang berasal dari sumber daya manusia dan juga sumber daya yang lainnya secara efektif serta efisien agar dapat mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan.
Haiman dalam buku (Manullang, 2012:3), mengungkapkan bahwasanya manajemen merupakan suatu peranan atau tanggung jawab agar dapat mencapai sesuatu yang diinginkan dengan melalui suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan orang lain dan melakukan pengawasan terkait usaha-usaha seseorang untuk dapat menggapai tujuan perusahaan. Menurut George R. Terry menyebutkan bahwa manajemen adalah perolehan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan kegiatan atau aktivitas dari orang lain.
Hani Handoko (2003:8) menjelaskan mengenai definisi manajemen merupakan suatu proses prencanaan, pengorganisasian, pengarahan serta pengawasan           berbagai usaha dari para anggota organisasi dan pemakai sumber daya organisasi yang lainnya supaya visi dari organisasi tersebut yang sudah ditetapkan sebelumnya tercapai.
Manajemen sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi sebagai bentuk usaha agar aktivitas usaha yang dijalankan dapat berfungsi secara efektif dan efisien. Agar manajemen dapat mengelola suatu perusahaan secara efektif dan efisien, manajemen harus dijabarkan dari segi fungsinya atau biasa disebut dengan fungsi manajemen (managerial function). Fungsi-fungsi dari manajemen tersebut meliputi, seperti yang telah ditunjukkan dalam definisi diatas, yaitu ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan serta fungsi pengontrolan atau pengawasan Ernie Tisnawati Sule & Kurniawan Saefullah (2005:7).
2.2.2 Pengertian Pengawasan
Usman Effendi (2014:205) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu tugas pokok manajemen, sebaik apapun pekerjaan yang telah dilakukan namun tanpa ada pengawasan atau pengendalian pekerjaan tersebut tidak bisa dikatakan sukses. Menurut Irham Fahmi (2014:138) mengatakan bahwa secara umum pengawasan bisa difenisikan sebagai suatu cara dari sebuah organisasi dalam mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi dari organisasi tersebut. Untuk lebih memahami tentang pengertian pengawasan, ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengawasan sebagai berikut :
1. Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig : Pengawasan atau pengontrolan adalah fase dari suatu proses manajemen dimana operasi organisasi dipelihara dalam batas yang dapat diterima dan selanjutnya diukur terhadap harapan.
2. T. Hani Handoko : Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan dari sebuah organisasi dan manajemen tercapai.
3. Brantas : Pengawasan adalah suatu proses pemantauan, pemeriksaan, dan pelaporan rancangan pencapaian tujuan yang sudah ditentukan untuk kegiatan korektif yang bertujuan untuk perbaikan lebih lanjut.
Menurut Mc. Farland dalam buku (Maringan Masry Simbolon, 2004:61) berpendapat bahwasanya pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin tahu tentang hasil dari suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh para karyawan  apakah hasil pelasanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sudah selaras dengan rencana, perintah, tujuan serta kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak.
George R.Terry dan Leslie W.Rue (1992:232) mengungkapkan bahwa pengawasan merupakan suatu bentuk pengamatan untuk memverifikasi tentang apa yang telah dilaksanakan sama dengan apa yang dimaksudkan sehingga manajer dapat berhati-hati akan suatu permasalahan    bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan implisit sebelum permasalahannya menjadi lebih serius. 
Sedangkan menurut Rahayu Relawati (2012:107) menyatakan bahwasanya pengawasan adalah suatu proses penilaian oleh  seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh kesalahan-kesalahan yang terjadi, dengan menjalankan fungsi pengawasan dapat diketahui dan diawasi seberapa jauh kesalahan, penyelewengan, dan kendala yang timbul yang selanjutnya aktivitas tersebut dibandingkan dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya dan menilai apakah tindakan tersebut sudah sesuai atau tidak.
Berdasarkan definisi menurut beberapa ahli, maka diketahui bahwa pengawasan perlu dilakukan agar rencana yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan. Sebagaimana dalam fungsi pengawasan terlihat sangat berkaitan dengan fungsi perencanaan. Karena, fungsi pengawasan tidak mungkin berjalan apabila tidak ada perencanaan sehingga tidak ada pedoman untuk melakukan                pengawasan.
Pengawasan memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain bergantung dengan tujuan yang ingin dicapai. Karena itu, pengawasan yang tepat sebelumnya perlu dilakukan untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan.
Menurut penjabaran dari beberapa para ahli diatas, dapat dilihat bahwasanya pengawasan ialah suatu kegiatan memantau atau penyelidikan suatu kegiatan di perusahaan yang bertujuan untuk tujuan yang dicapai sesuai dengan rancangan yang telah disepakati sebelumnya serta mengambil aksi atau tindakan korektif yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi. 
Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa pengawasan adalah keseluruhan cara, sistem, serta teknik yang dilakukan agar membuat aktivitas tersebut bisa melakukan operasional sesuai dnegan rancangan atau rencana yang sudah ditetapkan. Maka dari itu, pengawasan diawali denggan adanya rencana atau standar yang sudah ditentukan untuk dapat mencapai tujuan yang kemudian melaksanakan tindakan korektif yang digunakan untuk mengatasi tiap persoalan dan menyelewengan yang terdapat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Kontrol yang efektif tentunya akan berguna bagi perusahaan untuk membantu perusahaan tersebut dalam menyusun suatu pekerjaan supaya bisa dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.    
2.2.3 Pengertian pengawasan partisipatif 
Istilah pengawasan partisipatif ada mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat dan elemen terkait, masyarakat umumnya turut terlibat untuk dalam pelaksanaan dalam setiap tahapan pengawasan. Pengawasan partisipatif juga mempunyai sebuah tujuan agar masyarakat menjadi lebih peduli lagi terhadap lingkungan sekitarnya, terutama untuk masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang mampu mengabdikan dirinya untuk menjadi bagian dari pengawasan partisipatif. 
Dalam mewujudkan pengawasan partisipatif kepekaan dan pemahaman masyarakat adalah hal penting untuk melaksanakan pengawasan partisipatif, kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk melakukan pelaporan di setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan mereka ketahui serta pemahaman tentang berbagai jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan menjadi penentu apakah hal tersebut merupakan suatu pelanggaran atau bukan.
Menurut Adisasmita (2006) mengungkapkan bahwasanya partisipasi merupakan suatu pemberdayaan masyarakat, pera serta dari masyarakat tersebut terhadap aktivitas penyusunan suatu rencana dan pelaksanaannya untuk program ataupun proyek pembangunan yang dilakukan dan juga merupakan sebuah pengaktualan kesediaan serta kemauan masyarkat itu sendiri untuk melakukan pengorbanan dan melakukan kontribusi kepada pelaksanaan pembangunan.   
Soematro (2013:23) berpendapat bahwa sebuah partisipasi merupakan  keturutsertaan semua bagian masyarakat untuk ikut berperan secara bersama-sama dengan pemerintah dalam program pemerintah untuk keberhasilan suatu program serta aktivitas yang dapat memberikan kebermanfaatan bagi pembangunan nasional dan hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Hal tersebut mempunyai arti keikutsertaan masyarakat kedalam program pengembangan yang dilakukan oleh pemerintahan sangat amat diperlukan.  
Menurut Sastropoetro: (1995,11), partisiipasi ialah keikutsertaan, baik berperan dalam kegiatan tersebut atau keterlibatannya yang berkaitan dengan suatu keadaan jasmaninya. Berdasarkan pengertian ini menjabarkan tentang keikutsertaan warga serta masyarakat dalam mengambil peran atau berpartisispasi dalam memberikan tenaga serta pikiran mereka terhadap suatu program atau aktivitas yang telah dicanangkan oleh pemerintah, baik berupa diri sendiri ataupun komitmen pribadi dari masing-masing masyarakat ataupun lebih dari sekedar kegiatan fisik saja. (Artikel Dr.Arifin sitio) menyebutkan bahwa secara umum, partisipasi bisa juga diterjemahkan sebagai  bentuk keikutsertaan diri seseorang dalam suatu aktivitas, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses pengenalan diri seseorang untuk ikut serta kedalam aktivitas secara bersama-sama dalam keadaan sosial tertentu. 
Tilaar (2009:287) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu ungkapan keinginan untuk melakukan pengembangan demokrasi melalui proses desentralisasi yang antara lain adalah mencari kebutuhan akan perencanaan dari awal dengan melibatkan masyarakat kedalam proses pembnagunan dan perencaan. 
Menurut beberapa pengertian diatas, menjelaskan konsep partisipasi itu mempunyai sebuah makna yang luas dan juga beragam. Secara umum bisa disimpulkan bahwa partisipasi dan implementasinya untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Partisipasi dalam hal ini bisa berupa nasihat, pelayanan, ataupun materi yang telah dialokasikan baik itu secara langsung maupun secraa tidak langsung. 
2. Pengertian Partisipasi Masyarakat 
Pengertian dari partisipasi atau keikutsertaan masyarakat secara umum bisa diartikan menjadi bentuk keturutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat terhadap suatu kegiatan. Isbandi (2007:27) berpendapat bahwa partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi permasalahan serta potensi yang terdapat di masyarakat, memilih dan mengambil suatu keputusan terkait opsi sebagai sebuah solusi untuk menangani permasalahan yang terjadi, pelaksanaan usaha untuk memeceahkan suatu masalah, serta keikutsertaan masyarakat didalam proses evaluasi perubahan yang terjadi. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Adisasmita dalam Andreeyan (2014) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat memiliki definisi sebagai bentuk keterlibatan dan juga pelibatan kelompok masyarakat dalam suatu pembangunan, hal ini meliputi aktivitas yang berhubungan dnegan perencaan dan juga pelaksanaan atau implementasi dari program pembangunann tersebut. 
Verhangen (Mardikanto dan Powerwoko, 2015) juga mengatakan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk spesifik dari sebuah interaksi dan juga komunikasi yang memiliki kaitan dengan pengelompokkan kekuasaan dan kewenangan, pengelompokkan tanggung jawab dan juga manfaat. Berkembangnya interaksi serta komunikasi yang terjalin didasari oleh adanya sebuah kesadaran yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan, hal ini meliputi sebagai berikut: 
1) Suatu keadaan yang tidak memenuhi ekspektasi dan perlu dilakukan perbaikan; 
2) Keadaan tersebut dapat diperbaiki dengan aktivitas atau kegiatan dari masyarakat itu sendiri; 
3) Kesanggupan untuk ikut serta melakukan partisipasi didalam kegiatan atau aktivitas yang bisa dilaksanakan; 
4) Adanya rasa percayaan diri, dimana seseorang memiliki pendpaat bahwa dirinya bisa melaksanakan kebermanfaatan untuk aktivitas yang berkaitan
Selain dari teori yang telah dijabarkan diatas, pemahaman keikutsertaan warga masyarakat juga secara instrinsik terkait dengan teori yang telah dikemukan oleh Dunga (2016:122) yang menyatakan bahwa pembangunan adalah keikutsertaan secara sukarela dari seluruh warga masyarakat sekitar yang berarti bahwa masyarakat ikut serta semaksimal mungkin dan ikut berperan serta semaksimal mungkin dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah untuk mendukung program tersebut secara sukarela dan ikhlas sebagai bagian dari suatu pengembangan/pembangunan. Oleh karena itu, keikutsertaan masyarakat adalah salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam program pemerintah tanpa adanya unsur pemaksaan. 
Keikutsertaan warga masyarakat sudah ditetapkan didalam peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, didalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa keikutsertaan atau partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah peran masyarakat yang bertujuan untuk menyalurkan aspirasi, pikiran, serta kepentingan dalam menyelenggarakan program pemerintah daerah. 
Partisipasi atau keikutsertaan dalam sebuah proses perancangan juga pelaksanaan sebuah program yang akan menumbuhkan kemandirian dalam masyarakat yang bertujuan untuk perkembangan pembangunan. Selain itu, penerimaan hibah melengkapi ruang lingkup proses perencanaan serta pelaksanaan sehingga dapat memberikan kebermanfaatan dalam skala yang lebih besar bagi masyarakat. 
Menurut Conyers dalam Soetomo (2006:56), menyatakan bahwa partisipasi sukarela dari masyarakat dalam program pembangunan berdasarkan penentuan nasib sendiri dan kesadaran diri masyarakat itu sendiri. 

3. Bentuk –bentuk Partisipasi Masyarakat 
menurut Ericson dalam Slamet (1993), bentuk partipasi masyarakat terbagi menjadi 3, yaitu : 
1. Partisipasi pada tahapan perencanaan. Partisipasi pada tahapan ini adalah adanya usaha untuk melibatkan masyaarakat dalam tahapan penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan maupun suatu proyek. 
2. Partisipasi pada tahapan pelaksanaan Pada tahapan ini masyarakat berusaha untuk dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat terlibat dengan memberikan tenaga, uang ataupun material dan ide. 
3. Partisipasi pada tahapan pemanfaatan Keterlibatan masyarakat pada tahapan ini adalah masyarakat terlibat pada tahapan saat proyek telah selesai. Partisipasi masyarakat pada bentuk tenaga maupun uang untuk menggunakan dan memelihara proyek.
Macam-macam bentuk keikutsertaan atau partisipasi bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu keuikutsertaan yang memiliki wujud dan keikutsertaan atau partisipasi yang tidak berwujud atau abstrak. Bentuk keikutsertaan yang berwujud antara lain berupa uang, harta benda, keterampilan dan bentukk lainnya. Partisipasi tak berwujud merupakan keikutsertaan dalam pemeikiran, partisipasi sosial dalam pengambilan sebuah keputusan yang penting. 
Sulaiman Huraerah (2011:114), melakukan pembagian bentuk partisipasi atau keikutsertaan sosial menjadi lima macam, yaitu sebagai berikut: 
1. Keikutsertaan atau partisipasi secara langsung dalam melakukan kegiatan fisik dan tatap muka, 
2. Partisipasi atau keikutsertaan kegiatan dalam bentuk uang tunai ataupun dlaam bentuk barang. 
3. Partisipasi dalam bentuk dorongan atau support 
4. Partisipasi pada saat proses pengambilan keputusan. 
5. Partisipasi representatife atau keikutsertaan yang melibatkan seseorang yang diberikan wewenang untuk menjadi perwakilan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kepanitiaan. 
Kokon (Astuti,2008:13)berpendapaat bahwa bentuk partisipasi atau keikutsertaan dari beberapa hal yaitu: 
1) Ikut serta atau berpartisipasi dalam sumbangan moneter. 
2) Ikut serta atau berpartisipasi dalam kegaiatan yang melibatkan aktivitas fisik. 
3) Turut serta atau berpartisipasi memberikan donasi dalam bentuk barang. 
4) Ikut serta atau berpartisipasi dalam bentuk moral seperti dalam bentuk dukungan, saran, masukan, kritik, tip, komisi dan lain-lain. 
4. Tingkat-tingkat partisipasi 
Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hoofstede dalam Huraerah (2011:115) mempunyai tiga tingkatan sebagai berikut: 
1. Partisipasi inisiasi atau keikutsertaan awal, partisipasi ini mencakup prakarsa para tokoh desa ataupun warga masyarakat baik secara formal maupun secara nonformal dalam suatu proyek yang kemudian mencerminkan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. 
2. Partisipasi atau keikutsertaan dalam legitimasi (legitimation participation) merupakan keikutsertaan pada saat dilaksanakannya diskusi atau keputusan tentang proyek. 
3. Partisipasi dalam pelaksanaan (execution participation) merupakan sebuah partisipasi pada tingaktan pelaksanaan. 
Bintoro dalam Ferathin (2014) berpendapat bahwa partisipasi masyarakat terbagi menjadi empat tingakatan yaitu : 
1. Partisipasi atau keikutsertaan dalam prosedur pengambilan keputusan (participation in decision making) yang merupakan sebuah bentuk partisipasi dalam pembuatan keputusan. Partisipasi ini adalah tentang indentifikasi alternatif ide ataupun gagasan yang menjadi kepentingan bersama bagi masyarakat. 
2. Partisipasi atau keikutsertaan dalam proses pelaksanaan (participation in implementation) merupakan bentuk partisipasi dalam proses dilaksanakannya suatu program pembangunan seperti melakukan gerakan terhadap sumber daya yanga ada atau mengembangkan sumber daya, dana, kegaitan admknistrasi serta pengorganisasian dalam menyampaian program. 
3. Partisipasi atau keikutsertaan dalam pemanfatan keuntungan (participation in benefits) merupakan bentuk keikutsertaan dalam peneriamaan keuntungan yang diiperoleh. Keterlibatan ini tidak lepas dari hasil implementasi yang telah dilaksanakan. 
4. Partisipasi atau keikutsertaan dalam evaluasi (participation in evaluation) merupakan bentuk keikutsertaan atau partisipasi dalam pemantauan dan juga penilaian program.
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat 
1. Faktor-faktor internal 
Faktor internal adlaah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, faktor ini berkaitan dengan individu dan juga unit kelompok dengan perilaku individu terkait erat atau ditentukan oleh karakteristik sosiologis seperti usia, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan juga pendapatan dari masyarakat tersebut Slamet(1994:97). Secara teori adanya keterkaitan antara karakteristik individu dengan tingkatan partisipasi atau keikutsertaan seperti usia, tingakt pendidikan seseorang atau kelompok, jenis pekerjaan, serta berapa lama individu tersebut menjadi anggota masyarakat, tingkat pendapatan, partisipasi dalam suatu kegiatan pembangunan di lingkungan masyarakat tersebut. Slamet (1994:137-143). 
Menurut Plumer Suryawan (2004:27) faktor-faktor yang berpengaruh dalam keterlibatan masyarakat pada proses partisipasi meliputi pengetahuan serta keahlian. Pedoman pengetahuan yang dimiliki dan dikelola akan mempengaruhi semua aspek lingkungan masyarakat tersebut. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat memahami apakah tahapan dan bentuk keikutsertaan yang ada sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau belum biasanya ini menyangkut pekerjaan masyarakat atau kerja sosial. Orang dengan tingkat pekerjaan tertentu lebih bisa untuk melonggarkan sedikit waktu yang dimilikinya atauapun sebaliknya ada beberapa tingkat pekerjaan yang tidak bisa untuk melonggarkan sedikit waktunya untuk melakukan partisipasi dlaam suatu proyek tertentu. Di tengah masyarakat sering terjadi kontradiksi antara komitmen untuk bekerja dan keinginan untuk ikut ambil bagian sebagai partisipan, hal ini juga bisa dikarenakan tingkat pendidikan dan juga buta huruf yang terdapat dlaam masyarakat tersebut. 
2. Faktor- faktor Eksternal 
Berdasarkan Sunarti (dalam jurnal tata loka, 2003:9) mengemukakan bahwa pengaruh eksternal tersebut bisa berdampak pada pemangku kepentingan atau stakeholders yaitu seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan juga memiliki pengaruh didalam program ini. Pengaruh kunci merupakan mereka yang memiliki sampak yang sangat besar atau memegang posisi penting dalam menyukseskan program tersebut. 
Faktor yang mempunyai peluang kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi atau ikut serta adalah pengaturan serta penyajian, kelembagaan, struktur dan juga status sosial, budaya lokal, kepemimpinan, dan sarana serta prasarana. Sedangkan faktor yang menajadi pendorong adalah pendidikan, modal serta pengalaman. Keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan akan bisa terwujud sebagai suatu kegiatan yang nyata jika tiga faktor utama yang menjadi pendukung terpenuhi, tiga faktor utama tersebut yaitu, 
a. Keinginan. 
b. Kekuatan. 
c. Kesempatan atau keleluasaan masyarakat untuk ikut dalam partisipasi tersebut. 
Tiga faktor diatas akan memperoleh pengaruh dari beberapa faktor di kehidupan manusia yang melakukan interaksi satu sama lain, seperti spikis individu (kebutuhan, harapan, motivasi, apresiasi), pendidikan dengan terdapatnya informasi, keahlian, serta teknologi yang mampu menjadi pendukung, struktur dan juga status sosial, budaya lokal serta pelayanan serta peraturan yang ada di pemerintahan. 
Terdapat tiga prinsip dasar untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa suapaya dapat berpartisipasi dalam pembangunan bisa dilaksanakan menggunakan cara: 
  1. Proses pembelajaran (learning by doing); merupakan suatu proses yang dilakukan dengan cara melakukan suatu kegiatan ataupun suatu aktivitas program serta mengamati serta menganalisis kebutuhan serta keinginan dari masyarakat tersebut, 
  2. Pengembangan kelembagaan; pelaksanaan kegiatan dengan cara melakukan pengembangan pranata sosial yang telah ada di masyarakat adalah dukungan sosial dan berkelanjutan. 
  3. Partisipatif; metode ini adalah sebuah pendekatan yang sering digunakan untuk mempelajari kebutuhan dari masyarakat (Marzali, 2003 dalam Sahidu, 1998). 
Menurut Angel (dalam Ross, 1967: 130) mengemukakan bahwa partisipasi atau keikutsertaan yang berkembang di masyarakat disebabkan oleh beberapa sebab antara lain: 
       1) Usia 
       Faktor ini adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sikap manusia terhadap kegiatan sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Seseorang dengan usia 17 tahun keatas yang memiliki komitmen moral yang lebih kuat terhadap nilai serta norma masyarakat cenderung berpartisipasi lebih banyak daripada kelompok di usia yang lainnya. 

      2) Gender atau Jenis kelamin 
      Berbicara mengenai nilai-nilai yang sudah lama ada didalam budaya bangsa, dpat dikatakan bahwa tempat seorang perempuan pada hakekatnya “di dapur”, artinya masih banyak masyarakat yang berpendapat bahwa peran seorang perempuan paling utama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi peran seorang perempuan dalam kehidupan bermasyarakat semakin berubah melalui sebuah pergerakan emansipasi perempuan serta tingkat pendidikan seorang perempuan yang semakin membaik secara terus-menerus. 
      3) Pendidikan 
       Faktor ini menjadi salah satu prasyarat yang wajib dan mutlak untuk melakukan partisipasi. Pendidikan dipandang sebagai kemampuan atau keahlian untuk memberikan dampak dari sikap individu terhadap lingkungannya, salah satu sikap yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. 
4) Pekerjaan dan Pendapatan
Hal ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya dikarenakan pekerjaan seseorang menentukan sebagaian dari pendapatan yang diterimanya. Pekerjaan yang dapat dikategorikan baik dan penghasilan yang dihasilkan cukup untuk kebutuhan sehari-hari bisa menyokong seseorang untuk melakukan kegiatan seseorang. 
5) Lamanya tinggal 
Seberapa lama seseorang tinggal dalam suatu wilayah atau lingkungan tertentu maka interaksi yang terjalin serta pengalaman yang didapat dengan lingkungannya dapat mempengaruhhi partisipasi mereka.
2.2.4 Jenis Pengawasan

Menurut Manullang (2012) terdapat 4 jenis pengawasan, adapun jenis pengawasan sebagai berikut :
1. Waktu Pengawasan

Terdapat dua macam waktu pengawasan, yakni pengawasan represif dan pengawasan preventif. Pengawasan represif ialah pengawasan yang dilaksanakan setelah rancangan yang telah dibuat sudah dilakukan. Hasil- hasil yang diperoleh sebelumnya telah diukur mengguanakan standar atau patokan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilaksanakan sebelum terjadi kesalahan-kesalahan dengan dilakukan pencegahan supaya tidak melakukan kesalahan yang sama dengan hari sebelumnya.
2. Obyek Pengawasan

Obyek pengawasan dapat dikelompokan berdasarkan bidangnya seperti bagian produksi, bidang finansial, waktu, dan manusia dengan aktivitasnya, dengan penjelasan antara lain :
a. Produksi, yakni dalam bidang produksi pengawasan dilakukan agar produk yang dihasilkan berkualitas.
b. Waktu, yakni pengawasan di bidang waktu digunakan untuk mengukur suatu produk yang dihasilkan apakah sesuai dengan standar waktu yang ditepkan atau tidak.
c. Manusia dengan kegiatanya, yakni pengawasan pada bidang ini bermaksud untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan intruksi tata kerja.
3. Subyek Pengawasan

Ada dua macam pengawasan menurut subjeknya, yakni pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan secara langsung. Pada pengawasan ini biasanya disebut pengawasan vertikal  atau pengawasan resmi dan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan. Sedangkan pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilaksanakan bukan dari bagian organisasi yang dijalankan melainkan diawasi oleh organisasi lain yang masih berkesinambungan. Oleh karena itu pengawasan menurut subyeknya dikenal dengan sebutan sebagai pengawasan sosial.
4. Cara menyatukan fakta-fakta fungsi pengawasan, maka pengawasan dapat digolongkan menjadi beberapa bagian yaitu :
a. Personal inspction, adalah observasi secara individu dalam bentuk pengawasan.
b. Laporan lisan, yakni masukan yang	laporannya disampaikan oleh setiap pegawai kepada pimpinanya dan dilakukan secara langsung.
c. Laporan tertulis, yakni dalam bentuk laporan pertanggungjawaban kemudian diajukan kepada pimpinan.
d. Control by exception, yaitu pengawasan yang dilakukan secara  menyeluruh sebagai bentuk controling.
2.2.5 Fungsi Pengawasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Julina (2008:72) menyatakan terkait fungsi dari penagawasan ialah untuk mengidentifikasi berbagai macam faktor yang dapat menghambat kegiatan atau akivitas serta mengambil suatu tindakan korektif yang dibutuhkan supaya tujuan yang telah ditetapkan tercapai. 
Peran  pengawasan ini dibutuhkan untuk memastikan rencana yang telah ditentukan dan diorganisasikan dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Lebih lengkapnya fungsi penagawasan sendiri yaitu diartikan sebagai bentuk usaha yang sistematis pada penetapan standar kerja denagn berbagai macam tujuan yang sudah direncanakan, mendesain sistem informasi feedback, melakukan pembandingan kinerja yang dicapai dengan rancangan kinerja sebelumnya, memastikan adanya penyimpangan serta tingkat signifikansi dalam setiap penyimpangan tersebut atau tidak, serta memutuskan tindakan apa yang dibutuhkan untuk dapat memastikan bahwa semua sumber daya yang ada dipergunakan secara efisien dan juga efektif agar tujuan dari sebuah perusahaan tercapai dnegan maksimal.
Maringan Masry Simbolon (2004:62) mengungkapkan tentang fungsi dan peran dari  pengawasan antara lain sebagai berikut;
1. Memperkuat rasa serta tanggung jawab kepada pihak terkait yang diamanahkan tugas serta wewenang dalam menjalankan pelaksanaan pekerjaan tersebut. 
2. Melakukan pelatihan kepada petugas dalam menjalankan pekerjaannya yang disesuaikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan sebelumnya.
3. Mencegah penyalahgunaan, penipuan, pengabaian dan kerentanan untuk melakukan pencegahan kerugian yang tidak diinginkan.
4.   Memperbaiki keslaahan serta penyimpangan supaya tidak ada hambatan dan juga pemborosan yang terjadi.
2.2.6 Tujuan Pengawasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sule dan Saefullah dalam Takaendengan (2018: 298) pengawasan mempunyai tujuan yaitu agar implementasi yang dijalankan berjalan dengan efektif dan efisien. Adapun tujuan pengawasan yaitu :
1. Menjamin kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

2. Meminimalisir terjadinya kegagalan

3. Ketika sebuah organisasi atau perusahaan mengalami kegagalan, biaya yang dikeluarkan relatif lebih kecil.
4. Dapat mengantisipasi perubahan lingkungan yang terjadi di sebuah organisasi atau perusahaan agar selalu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang akan selalu berkembang.
Sedangkan berdasarkan pendapat dari Siagian (2002:73) dalam buku (Kadarisman, 2012:203), menyatakan mengenai sasaran dari pengawasan menggunakan tujuan dari  suatu pengendalian, yaitu perlunya menekanan yang menyatakan bahwa pengendalian juga memiliki tujuan untuk dapat merubah perilaku disfungsional atau perilaku yang menyimpang, hal ini tidak serta merta menggunakan sanksi ataupun hukuman sebagai pengendalian, akan tetapi digunakan untuk membantu yang berkaitan dalam mengubah perilakunya.  Dilakukan penekanan pada pengawasan juga ditujukan agar perilaku yang menyimpang dapat berubah, hal ini bukan serta merta dengan memberlakukan sanksi dan juga hukuman bagi para pelaku tetapi juga bertujuan untuk membantu pihak terkait agar perilakunya bisa berubah. Tekniknya, sasaran utamanya adalah untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan kegiatan operasional didalam organisasi dan tidak bertujuan untuk mengetahui siapa yang salah. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan alat yang efektif untuk meningkatkan produktivitas kinerja.
2.2.7 Indikator Pengawasan

Menurut Robbins & Coulter dalam Satriadi (2016: 290) indikator-indikator pada proses pengawasan meliputi :
1. 	Menetapkan standar, yaitu untuk mencapai tujuan dan target pada sebuah organisasi dibutuhkan standar atau patokan. Patokan tersebut menjadi batas mengenai apa yang harus dilaksanakan supaya hasil sesuai dengan apa yang diinginkan.
2. 	Melakukan pengukuran, yaitu proses pengukuran antara mutu dan hasil yang diperoleh dari bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang.
3. Membandingkan, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh perbandingan hasil dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Dengan membandingkan, dapat diketahui kinerja yang dilakukan lebih tinggi atau lebih rendah atau sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4. 	Melakukan tindakan, yaitu proses mengambil sikap perbaikan apabila terjadi penyimpangan antara stndar dengan yang dilakukan.
Sedangkan menurut Handoko (2003:326) indikator pengawasan biasanya melalui beberapa tahap, antara lain :
1. 	Menetapkan standar pelaksanaan merupakan langkah pertama dalam  proses pengawasan. Standar digunakan sebagai alat ukur atau patokan untuk mengevaluasi hasil kegiatan, jumlah dan tujuan yang dilaksanakan.
2. 	Menentukan ukuran pelaksanaan kegiatan merupakan langkah selanjutnya dalam proses pengawasan. Hal ini tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai dengan memastikan pengukuran dalam melaksanakan kegiatan secara tepat.
3. 	Mengukur pelaksanaan kegiatan dapat dikur dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan observasi, melaporkan secara lisan maupun tertulis, dan menggunakan metode-metode otomatis yang akan diuji.
4. 	Menganalisis penyelewengan dengan membandingkan implementasi yang dilakukan dengan alat ukur yang ditetapkan.
5. 	Melakukan tindakan korektif jika analisa yang dilakukan membutuhkan perbaikan, langkah ini perlu dilakukan untuk memberikan solusi bila terjadi kesalahan,
Menurut Manullang 2012 dalam Putra (2019:58) indikator pengawasan terdiri dari beberapa langkah, yaitu:
1. Penetapan alat ukur atau standard.

Pada tahap awal pada proses pengawasan ialah menetapkan standar yang dijadikan patokan dalam sebuah pengawasan. Standar dalam sebuah pengawasan menjadi sangat penting agar pelaksana pekerja mempunyai kriteria atau tolak ukur dalam suatu pekerjaan untuk meminimalisisr penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
2. Mengadakan penilaian.

Tahap berikutnya yaitu mengadakan tindakan penilaian. Pada proses ini melakukan penilaian dengan membandingkan hasil kegiatan dengan standar atau patokan yang sudah ditentukan sebelumnya. Apakah sudah selaras dengan proses yang telah ditentukan atau tidak.
3. Mengadakan tindakan perbaikan.

Tahap yang terakhir yaitu mengadakan tindakan perbaikan. Pada tahap ini dilakukan perbaikan bilamana pada tahap sebelumnya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tindakan perbaikan ini bertujuan agar kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan standar.
Berdasarkan uraian proses pengawasan yang disampaikan oleh berbagai pakar, proses pengawasan memiliki cara atau strategi untuk memastikan pengendalian yang dilakukan dapat menunjukkan hasil secara maksimal dan rancangan yang sudah dibuat dan ditetapkan sebelumnya benar-benar tepat sasaran.

2.2.8 Teknik-Teknik Pengawasan

Menurut Hasibuan dalam Karyoto (2016:120) Teknik pengawasan atau             pengendalian ada 2 cara, sebagai berikut :
1. Pengawasan dilakukan secara langsung

Pengendalian atau pengawasan yang dilakukan secara langsung merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh seorang manajer terhadap kegiatan yang dijalankan para pekerja. Pengawasan langsung menjadi tanggungjawab manager, maka dari itu seorang kepala organisasi atau perusahaan dapat menilai aktivitas yang sedang dilaksanakan untuk mendapatkan sebuah informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan apabila pengawasan dilakukan secara langsung, yaitu:
a. Kelebihan :

1) Apabila melakukan kesalahan, dapat dilakukan perbaikan dengan cepat karena penyimpangan diketahui lebih awal sebelum kegiatan yang salah terus-menerus dilakukan.
2) Seorang kepala atau atasan dapat mengetahui kondisi nyata pada kegiatan yang sedang dilaksanakan sehingga akan terjadi interaksi secara langsung antara atasan dengan bawahan.
3) Para pekerja dapat lebih semangat karena merasa diperhatikan oleh manajernya.
4) Dapat menjadi wadah sumbangsih dari para pekerja yang akan memberikan solusi kebijakan selanjutnya.
5) Untuk meminimalisir adanya kesalahan laporan.

b. Kekurangan :

1) Lebih menyita waktu manajer dan pekerja lainya.

2) Para pekerja lebih bergantung kepada atasan karena merasa selalu  diawasi.
3) Pengawasan yang dilakukan secara langsung biasanya memakan biaya relatif tinggi.
2. Pengawasan secara tidak langsung

Pengendalian atau pengawasan tidak langsung ialah kegiatan pengendalian ataupun aktivitas pengawasan yang melalui perantara tanpa harus terjun ke lokasi tersebut secara langsung. Biasanya hanya mengawasi melalui laporan yang dikerjakan oleh para pekerja. Kelebihan  dan kekurangnya, antara lain :
a. Kelebihan :

1) Tidak	menyita	banyak	waktu,	sehingga	manajer	dapat  menyelesaikan pekerjaan yang lain.
2) Biaya yang dikeluarkan lebih rendah.

3) Dapat mengembangkan rasa inisiatif dan kemandirian para pekerja dalam melakukan pekerjaan.
4) Dapat meningkatkan rasa percaya diri pekerja.

b. Kekurangan :

1) Dalam membuat laporan terkadang hanya yang baik-baik saja, sehingga kurang objektif.
2) Dapat	memperlambat	proses	perbaikan	karena	terlambat mendeteksi kesalahan
3) Kurangnya interaksi antara manajer dengan pekerja lainya.

[bookmark: _bookmark22]Berdasarkan pendapat mengenai teknis pengawasan yang disampaikan oleh Hasibuan, maka disimpulkan bahwa pada fungsi pengawasan ada beberapa teknik yang dilakukan, yakni dengan atasan mendatangi para pekerja secara langsung atau melalui laporan yang diberikan bawahanya. Dalam melakukan teknis pengawasan, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing baik pengawasan secara langsung maupun pengawasan secara tertulis.
2.2.9 Pengertian Home Industry

[bookmark: _Hlk118896071]Home dapat dikatakan sebagai rumah, tempat tinggal, atau kampung halaman. Sedangkan industry sendiri, dapat dipahami sebagai sebuah kerajinan, usaha atau hasil produk barang dan ataupun dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan. Maka dari itu, Industri rumahan ialah perusahaan produk komoditas atau perusahaan dengan skala kecil, disebut dengan perusahaan kecil dikarenakan jenis  kegiatan atau aktivitas ekonomi yang dilakukan berpusat di rumah atau tempat tinggal. Definisi usaha kecil sendiri secara jelas  terdapat dalam UU No. 9 Tahun 1995.
 Dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa bisnis kecil sebagai bisnis dengan kekayaan bersih sampai dengan 200 juta rupiah, perhitungan ini tidak termasuk tanah dan bangunan dengan volume penjualan pertahunnya tidak lebih dari 1 milliar rupiah. Secara garis besar, UKM (Usaha Kecil Menengah) biasanya melingkupi paling tidak dua dimensi atau aspek yang terdiri dari aspek nilai investasi awal jumlah aset atau harta yang dimiliki dana juga jumlah tenaga kerja yang ada. Menurut Badan Pusat Statistik total tenaga kerja yang ada di UKM di antaranya : Industri rumahan dengan total tenaga kerja kurang lebih sekitar 5-9 orang, industri kecil yang mempunyai total tenaga kerja sekitar 10-19 orang, industri sedang atau menengah mempunyai jumlah tenaga kerja sekitar 20-99 orang, industri besar mempunyai jumlah tenaga kerja antara 100 orang bahkan lebih. Standar atau karakteristik lainnya yang terdapat dalam UU No. 9 Tahun 1995 adalah hak milik Warga Negara Indonesia, berdiri sendiri, berafiliasi baik secara langsung maupun secara implisit dengan usaha menengah ataupun besar serta berbentuk badan usaha perorangan, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Industri rumahan adalah sebuah lingkungan maupun kondisi yang menciptakan dan membangun agar mewujudkan landasan perubahan yang kuat dan dapat tercapai. Perubahan yang kokoh dapat dilakukan melalui proses pemanfaatan sumber daya manusia. Dalam era industri masyarakat diharuskan menjadi masyarakat yang produktif dan mempunyai jiwa pekerja keras, sikap disiplin, mempunyai mental dan motivasi yang kuat untuk berkeinginan maju.
Pelaksanaan untuk membangun sebuah industri tentunya diperlukan pengembangan cara-cara untuk meningkatkan usaha swasta nasional. Oleh karena itu, Pemerintah juga harus mengawasi jalanya pertumbuhan industri dan memberikan akses dalam pembangunan prasarana dalam bentuk pendidikan maupun pelatihan untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja dan manajemen pelaku industri.
2.2.10 Macam-Macam Industri rumahan

Departemen Perindustrian (DP) mengelompokan kategori industri menjadi 3  bagian kelompok besar berdasarkan macam-macam industri yang diliat dari beberapa sudut pandang, antara lain yaitu :
1. Industri dasar, yakni kelompok industri yang meliputi mesin, logam, dan kimia. Secara garis besar industri ini bertumpu pada industri besi baja, alumunium, tembaga, elektronika, mesin pertanian, kendaraan bermotor, kereta api, pesawat terbang dan lainya.
2. Industri kecil, yakni sebuah industri yang menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari seperti industri pangan pokok (minuman, makanan, dan tembakau), industri kebutuhan sekunder,   seperti pakaian, barang jadi, dan tekstil dan yang terakhir adalah industri kebutuhan lainya seperti ( percetakan, kertas, barang dari karet, plastik, dan lainya).
3. Industri hilir, yakni kumpulan berbagai industri yang berskala besar seperti pengolahan hasil tambang dan minyak, industri pertanian yang luas, dan lain-lain. Pada industri ini menggunakan modal yang besar, teknologi yang sudah canggih, perluasan pembangunan yang merata, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas
2.2.11 Pengertian Limbah

Menurut KBBI ( Kamus Besar Bahasa Indonesia ) pengertian limbah merupakan suatu objek yang sudah tidak berharga dan tidak memiliki nilai. Dalam hal ini, limbah merupakan sisa-sisa dari proses pengolahan baik industri maupun sisa- sisa kegiatan rumah tangga.
Limbah tentunya berbeda dengan sampah, sampah ialah hasil buangan atau sisa yang mudah ditemukan dan selalu ada di sekitar rumah maupun lingkungan. Sedangkan limbah merupakan buangan dari sisa-sisa aktivitas industri. Apabila limbah tidak dikelola dengan tepat, bisa menyebabkan pengaruh bagi kesehatan tubuh manusia dan lingkungan.
2.2.12 Jenis-Jenis Limbah

1. Limbah Cair

[bookmark: _Hlk118895999]Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 82 tahun 2001 yang menjelaskan tentang pengelolaan kualitas atau tingkatan air dan penanggulangan pencemaran air ini menjabarkan tentang definisi air limbah yang merupakan sisa-sisa dari sebuah proses produksi suatu usaha dan atau aktivitas yang memiliki wujud cair.
Selain itu, definisi limbah cair merupakan buangan akibat dari proses penggunaan maupun kegiatan kerumahtanggaan yang berwujud cair dan akan terlarut dalam air kemudian berpindah tempat kecuali dalam penampungan atau bak. Limbah cair dapat dikategorikan menjadi lima, diantaranya:
a. Limbah domestik (domestic wastewater)

Limbah domestik adalah limbah cair yang berasal dari akibat sisa dari kegiatan rumah tangga, sisa dari kegiatan perdagangan dan perkantoran antara lain air sisa cucian, air sabun, dan air kerak.
b. Limbah cair industri (industrial wastewater)

Limbah cair industri merupakan limbah yang berwujud cairan dan disebabkan oleh hasil buangan pabrik atau industri , seperti sisa dari proses pewarnaan kain tekstil.
c. Rembesan dan luapan (infiltration and inflow)

Rembesan adalah limbah cair yang berasal dari beraneka sumber dan masuk ke penampungan limbah cairan yang melewati serapan tanah maupun melewati genangan di permukaan tanah. Air limbah dapat meresap ke tempat pembuangan limbah melewati pipa yang bocor, rusak sedangkan luapan dapat melewati kapasitas penampungan yang yang terhubung ke permukaan seperti air buangan talang, Air Conditioning, bangunan industri, maupun di bidang pertanian.
d. Air hujan (storm water)

Air hujan dikatakan limbah cair karena bersumber dari aliran air hujan yang berada di atas bidang tanah yang membawa serta melewati komponen-komponen zat padat atau cair lainya.
e. Limbah cair yang bersumber dari pabrik

Ketika proses produksi sedang berlangsung, tentu membutuhkan air yang banyak. Sehingga saat proses pencucian belangsung, bahan baku yang mengandung air sebelumnya juga harus dibuang terlebih dahulu sebelum bahan tersebut diolah. Air ditambahkan bahan kimia tertentu kemudian di proses dan setelah itu dibuang. Semua aktivitas ini mengakibatkan buangan air.
2. Limbah Padat

Limbah padat merupakan akibat dari buangan  aktivitas industri maupun kegiatan rumah tanggayang berwujud padat seperti limbah kertas, sampah berbahan plastik, serbuk besi, serbuk kayu, kain, dan sebagainya. Terdapat enam kelompok yang dapat dikategorikan menjadi limbah padat, antara lain:
a. Garbage (sampah organik mudah busuk )

Limbah jenis ini dikatakan sampah organik mudah busuk karena bahan bertekstur semi basah sehingga mudah busuk dan mudah terurai mikroorganisme, seperti sampah sisa-sisa makanan, sampah sisa-sisa dapur, sampah sayur-sayuran, dan sampah dari kulit buah-buahan.
b. Rubbish (sampah anorganik dan organik tak membusuk)

Sampai jenis ini sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki tekstur yang keras, sehingga sulit membusuk seperti sampah kertas, selulosa, plastik, kaca, dan logam.
c. Sampah abu

Sampah abu merupakan limbah abu padat, biasanya berasal dari hasil pembakaran. Sampah jenis ini mudah terseret angin karena ringan.
d. Dead animal (sampah bangkai hewan)

Dead animal ialah limbah hewan yang berasal dari hewan yang telah mati dan menjadi bangkai. Contohnya : bangkai tikus, bangkai binatang ternak, dan bangkai ikan.
e. 	Street sweeping (sampah sapuan) merupakan sampah yang dihasilkan dari sapuan jalanan, biasanya sampah sapuan ini memuat berbagai macam sampah yang berserakan di jalan seperti sampah daun kering, sampah kertas, bungkus makanan, plastic, dan lain sebagainya.
f. Industrial waste (sampah industri), merupakan segala limbah padat dari buangan kegiatan industri. Bentuk limbah ini tergantung pada jenis industri yang sedang beroperasi.
3. Limbah Gas

Media yang digunakan pada limbah jenis ini ialah udara. Udara secara ilmiah memiliki beberapa unsur kimia seperti O2, N2, NO2, CO2, H2, dan lain sebagainya. Kualitas udara dapat berkurang jika ada peningkatan gas ke udara yang melebihi kandungan udara alami sehingga dapat menimbulkan udara yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Polusi udara terbagi menjadi dua bagian yaitu partikel dan gas. Partikel merupakan butiran halus yang dapat dilihat dengan mata telanjang seperti uap air, debu, asap, kabut dan asap minyak. Berbeda dengan pencemaran berbentuk gas, (untuk gas tertentu) yang hanya dapat dirasakan melalui indra penciuman ataupun dapat dirasakan langsung.
4. Limbah Suara

Limbah suara merupakan limbah yang berasal dari bunyi atau suara mesin-mesin kendaraan, suara mesin pabrik yang sedang produksi, peralatan elektronik yang merambat melalui udara.
II.3 Definisi Konsep

Definisi Konsep merupakan unsur dari sebuah penelitian yang berupa definisi untuk mendeskripsikan secara abstrak. Sehingga dapat memudahkan pemahaman dalam melakukan penelitian. Definisi akan digunakan untuk mempelajari unsur-unsur suatu konsep agar tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan. Definisi konsep pada penelitian ini, antara lain:
1. Pengawasan partisipatif merupakan suatu proses observasi dan penilaian serta evaluasi dimana dinas atau masyarakat terkait mengetahui tindakan yang dilakukan supaya kesalahan yang ditemukan diperbaiki hal ini bertujuan agar sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan. 
2. Dinas Lingkungan Hidup merupakan suatu organisasi pemerintah yang bertugas untuk membantu pelaksana Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup, pengkajian dampak lingkungan hidup, penanganan pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.
3. Limbah merupakan suatu benda yang tidak dapat digunakan lagi dan mempunyai pengaruh yang negatif jika masyarakat tidak dapat mengelola limbah tersebut dengan baik.
4. Industri rumahan merupakan suatu kegiatan industri atau sebuah bentuk usaha dimana penghasilan maksimalnya adalah sebesar Rp 200 juta, hasil tersebut bukan termasuk tanah serta bangunan yang menjadi lokasi usaha, dengan penghasilan kurang lebih 4 Milyar dalam setahun.
II.4 Pokok Penelitian

Pokok penelitian atau topik penelitian merupakan penjelasan secara mendetail dari konsep yang terdapat pada penelitian ini. Dengan demikian, variabel-variabel yang diteliti dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikatornya.
Sedangkan menurut Handoko (2003:326) indikator pengawasan biasanya melalui beberapa tahap, antara lain :
1. Menetapkan standar pelaksanaan merupakan langkah pertama dalam  proses pengawasan. Standar digunakan sebagai alat ukur atau patokan untuk mengevaluasi hasil kegiatan, jumlah dan tujuan yang dilaksanakan.
2.	Menentukan ukuran pelaksanaan kegiatan merupakan langkah selanjutnya dalam proses pengawasan. Hal ini tidak akan bermanfaat apabila tidak disertai dengan memastikan pengukuran dalam melaksanakan kegiatan secara tepat.
3.	Mengukur pelaksanaan kegiatan dapat dikur dengan beberapa cara yaitu dengan melakukan observasi, melaporkan secara lisan maupun tertulis, dan menggunakan metode-metode otomatis yang akan diuji.
4.	Menganalisis penyelewengan dengan membandingkan implementasi yang dilakukan dengan alat ukur yang ditetapkan.
5.	Melakukan tindakan korektif jika analisa yang dilakukan membutuhkan perbaikan, langkah ini perlu dilakukan untuk memberikan solusi bila terjadi kesalahan,
2.  Limbah cair dikategorikan ada lima yaitu:

1. Limbah domestik (domestic wastewater)
2. Limbah cair industri (industrial wastewater)
3. Rembesan dan luapan (infiltration and inflow)
4. Air hujan (storm water)
5. Limbah cair yang bersumber dari pabrik.































II.5 Alur Pikir  

Gambar II. 1 Skema Alur Pikir
Home Industry Tahu Desa Karangmangu









Bentuk Pengawasan 
1. Menetapkan Standar Pelaksanaan
2. Menentukan Ukuran Pelaksanaan
3. Mengukur Pelaksanaan Kegiatan
4. Menganalisis Penyelewengan
5. Melakukan Tindakan Korektif
Limbah cair dikategorikan ada lima

6. Limbah domestik (domestic wastewater)
7. Limbah cair industri (industrial wastewater)
8. Rembesan dan luapan (infiltration and inflow)
9. Air hujan (storm water)
10. Limbah cair yang bersumber dari pabrik

Pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah setempat dapat dilaksanakan sehingga terwujudnya lingkungan yang  bersih dan terhindar dari pencemaran.




BAB III 
METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kaidah yang digunakan untuk melakukan riset dalam mengoptimalkan suatu ilmu. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 2) bahwa metode penelitian yaitu semacam bentuk keilmuan untuk memperoleh data dan hasil yang dapat diuji keabsahanya. Dengan  menggunakan metode penelitian yang benar, akan mempermudah penulis                 mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan dan manfaat tertentu serta mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mencoba menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan. Data  yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar.
 Untuk itu, agar pembahasan lebih tertuju dibutuhkan metode-metode sebagai berikut :
III.1 Jenis dan Tipe Penelitian

Riset ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yakni data  bukan berupa angka-angka melainkan kata-kata, dan disertai gambar. Menurut Sugiyono (2013) penelitian kualitatif ialah metode yang digunakan sebagai acuan saat menganalisis obyek secara ilmiah. Hasil penelitian tersebut mengasilkan data deskriptif secara tertulis dan berupa kata-kata dari obyek yang sedang diamati. 
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Sedangkan penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian dalam menggambarkan dan menjelaskan gejala dan fenomena alamiah ataupun buatan manusia. Hal tersebut bukan berarti bahwa penelitian kualitatif tidak sama sekali menggunakan data kuantitatif sebagai data pendukung namun penekananya bukan pada uji hipotesis tetapi dengan argumen-argumen dan cara berfikir formal dalam memperoleh suatu jawaban.
Penelitian ini menerangkan memecahkan masalah dengan mendeskripsikan situasi objek yang sedang diteliti baik seseorang, instansi, masyarakat, perusahaan, dan lain-lain. Penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi saat ini.
III.2 Lokus Penelitian

Riset ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi secara lengkap, jelas, dan kemudahan bagi peneliti saat melakukan riset. Untuk melakukan observasi penelitian mengenai Model Pengawasan Partisipatif Dinas Lingkungan Hidup terhadap Limbah Industri rumahan di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, lokasi penelitian ini di lakukan di Desa Karangmangu khusunya Industri rumahan yang masih membuang limbahnya ke sungai dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan partisipatif terkait pencemaran lingkungan. Sedangkan objek yang diteliti adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan Industri rumahan disekitar aliran sungai Desa Karangmangu.
III.3 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan materi mentah yang harus dilakukan pengolahan data terlebih dahulu untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baik secara kuantitatif maupun informasi secara kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memakai tipe data kualitatif sebagai sumber data. Kualitatif sendiri adalah rangkaian kata-kata atau sebuah uraian yang didapat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, notulen lapangan dan juga dokumen lainnya yang mempunyai kaitan dengan pelaksanaan penertiban Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
1. Data Primer 

Data primer atau data yang didapatkan secara langsung dari responden baik melalui wawancara, penyebaran kuesioner, ataupun dengan melakukan observasi. Informasi yang dikumpulkan sebagai data primer adalah terkait dengan pelaksanaan pengawasan. 
Dalam penelitian ini, informasi dasar yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup tentang keterlibatan lembaga tersebut dalam pengawasan dan pengendalian limbah industri rumahan di Desa Karangmangu. 
2. Data Sekunder

Data sekunder atau data pendukung yang diperoleh dari sebuah instansi lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal yang mempunyai hubungan atau  yang berkaitan dengan penelitian. Data yang digunakan untuk mendukung penelitian yang diperoleh dari instansi terkait oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Data tersebut mempunyai peran untuk memudahkan  penelitian, yang mana didapatkan dari buku-buku penunjang, dokumen-dokumen yang berkaitan, serta hasil-hasil dari penelitian atau informasi yang ada di Dinas terkait antara lain  :
a. Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Tegal.

b. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Kabupaten Tegal.

c. Keadaan geografis lokasi penelitian.

d. Serta data lain yang dapat menunjang penyempurnaan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.
III.4 Informan Penelitian

Informan ialah individu yang pasti akan digunakan sebagai sumber dalam penelitian. Dalam tinjauan ini, ahli memutuskan saksi dengan strategi purposive, benar-benar bermaksud bahwa dengan memilih sumber yang mengetahui keadaan luar dan dalam, “purposive e sampling” adalah Teknik penyemprotan dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan orang-orang yang dianggap ahli dan mengetahui apa yang diharapkan peneliti ditentukan, sehingga akan memudahkan peneliti untuk mendalami situasi sosial yang akan diteliti.” (Sugiyono 2018:133). 

Tabel III. 1 Informan Penelitian
	NO
	NAMA
	JABATAN
	KEBUTUHAN DATA

	1
	Bpk. Oktavianus Budi W, SH
	Kepala Desa Karangmangu
	1

	2
	Bpk. Khaerudin , S.H, M.M.
	Pejabat Dinas Lingkungan Hidup
	1

	3
	Bpk. Sukeri 
	Pengusaha Industri rumahan Tahu
	1

	5
	Bpk. Romedon
	Masyarakat
	1

	Jumlah
	4



III.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, untuk mendapatkan data diperlukan teknik atau metode pengumpulan data. Sehingga pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain:
2. Studi Pustaka

Untuk memperoleh data, studi pustaka dilakukan melalui pengumpulan data dari bermacam-macam sumber baik yang sudah dipublikasikan maupun belum dipublikasikan. Pengumpulam data dapat dilakukan dengan cara mengkaji buku-buku, membaca jurnal atau karya ilmiah, artikel, majalah, maupun internet.
3. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara lisan dengan maksud dan tujuan tertentu yang terdiri dari pewawancara dan narasumber. Pewawancara merupakan orang yang mengajukan pertanyaan, sedangkan narasumber orang yang  menjawab pertanyaan yang diberikan pewawancara.
Yang      membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari yaitu hubungan antara keduanya biasanya belum saling mengenal, narasumber selalu menjawab pertanyan yang diberikan, dan pewawancara bersifat netral atau obyektif, serta pewawancara sebelumnya sudah membuat rencana atau panduan pertanyan sebelum pertanyaan diberikan. (Hardani, 2020) Wawancara pada riset dilakukan kepada:
1) Pejabat Dinas Lingkungan Hidup (Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Penataan Hukum            Lingkungan)
2) Kepala Desa Karangmangu

3) Pengusaha Industri rumahan

4) Masyarakat Umum

4. Observasi

Observasi merupakan teknik atau tahap yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan sistematis terhadap obyek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung dilakukan tanpa alat terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Sedangkan observasi secara tidak langsung menggunakan perantara saat mengamati obyek yang diteliti. Dengan melakukan observasi, tentu dapat menyempurnakan hasil penelitian agar lebih maksimal. (Hardani, 2020)
5. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa gambar, tulisan, maupun karya seseorang yang digunakan dalam suatu metodologi penelitian. Pada metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis. Maka dari itu, bahan dokumentasi dalam suatu penelitian memegang peranan yang sangat penting. (Bungin, 2009)
Metode dokumentasi yang digunakan oleh penulis dapat mendukung agar data-data yang diterima lebih terbukti. Pengambilan foto pada metode dokumentasi dapat menjadi arsip bagi penulis maupun kelompok yang membutuhkan.

III.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses pengelompokan data yang diperoleh secara sistematis dan runtut sehingga mudah dipahami oleh peneliti maupun pembaca. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013: 430) terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu :
1. Tahap Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dalam melakukan analisis data dengan cara merangkum dan fokus pada hal-hal yang penting saja. Sehingga dapat memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengumpulkan data selanjutnya.
2. Tahap Penyajian Data
Langkah selanjutnya setelah mereduksi data, yaitu mendisplay data. Tahap penyajian data dapat berupa bagan, hubungan antar variabel yang singkat, dan sekumpulan informasi tersebut memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan yang berbentuk naratif.
3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang disajikan masih bersifat sementara dan dapat berubah jika dalam penelitian tidak ditemukan bukti-bukti  kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan dan konsisten.
maka kesimpulan yang disajikan merupakan kesimpulan yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, melaluui penyajian data yang diawali dengan penelaahan terhadap seluruh informasi dan analisis interpretatifnya sesuai dengan kemampuan penalaran penulis yang bertujuan untuk meanrik kesimpulan dari penelitian
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BAB IV
DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

Deskripsi daerah penelitian menjelaskan mengenai gambaran secara umum daerah lokasi yang akan diteliti, dengan mengetahui gambaran wilayah yang akan menjadi lokasi penelitian, maka peneliti akan mengetahui kondisi, jarak, dan karakteristik masyarakat yang akan menjadi objek penelitian sehingga akan mempermudah peneliti dalam pengambilan data.
Deskripsi mengenai lokasi penelitian akan dijelaskan dalam beberapa bagian, sebagai berikut:
4.1 Gambaran Umum Desa Karangmangu
4.1.1 Letak Geografis
Gambar IV. 1 Peta Desa Karangmangu
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Sumber : Website Desa Karanngmangu69
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Desa Karangmangu memiliki wiayah seluas 133.339 Ha, Kondisi alam Desa Karangmangu termasuk daerah dengan topografi dataran tinggi atau pegunungan yang memiliki ketinggian + 20 DPL (Diatas Permukaan Laut ), dengan jumlah bulan hujan adalah 6 bulan. Suhu rata- rata sekitar 29 C. Curah hujan yang dimiliki berkisar 200-300 mm/th, dengan keadaan tanah bergelombang. Wilayah Desa Karangmangu terdiri dari 2 dusun.
Desa Karangmangu merupakan suatu kawasan yang terletak di Kecamatan Tarub Kabuipaten Tegal dengan batas-batas wilayah sebagai  
        Sebelah Utara: Desa Kedokansayang
 Sebelah Selatan : Desa Kalikangkung                    
 Sebelah Barat : Desa Purbasana 
 Sebelah Timur : Desa Lebeteng
Terbagi menjadi 4 Rukun Warga dan 16 Rukun Tetangga yang tersebar di 2 dusun, yaitu :
Tabel 4.1
Jumlah Dusun di Desa
Tabel IV. 1 Jumlah Dusun Desa Karangmangu
	No.
	Nama Dusun
	RT
	RW

	1
	Dusun Jatikampir
	1-9
	1-3

	2
	Dusun Kalipinang
	10-15
	4-5


Sumber: Profil Desa Karangmangu 2023




4.1.2 Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Desa Karangmangu memiliki jumlah penduduk sebanyak 5,265 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 2539 jiwa, 2726 jumlah penduduk wanita, dan memiliki jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2024. Masyarakat Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh tani karena memiliki potensi persawahan yang cukup luas yakni 82.300 Ha.
Berikut keadaan penduduk Desa Karangmangu berdasarkan kelompok usia dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:
Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur

	NO
	KELOMPOK UMUR
	LAKI-LAKI
	PEREMPUAN
	JUMLAH

	1
	00-01
	47
	66
	113

	2
	01-04
	304
	346
	650

	3
	05-14
	521
	656
	1177

	4
	14-40
	1025
	1075
	2100

	5
	40-64
	529
	531
	1060

	6
	>65
	33
	32
	65

	TOTAL
	2539
	2726
	5265


Sumber: Data Monografi Desa Karangmangu tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbanyak pada usia produktif yaitu 14-40 tahun, dengan jumlah 1075 penduduk. Sedangkan penduduk paling sedikit disekitar umur >65 tahun ,Hal tersebut menunjukkan bahwa di usia produktif seharusnya tingkat kesadaran masyarakat dapat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan dapat ikut berperan mejaga lingkungan khususnya peduli dengan limbah yang diakibatkan oleh Industri rumahan Tahu di Desa Karangmangu.
4.1.3 Kondisi Sosial dan Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi ialah keadaan yang menyangkut masalah ekonomi, tingkat pendidikan, dan sarana prasarana yang dimiliki. Pada penelitian ini berfokus pada kondisi sosial ekonomi di wilayah penelitian yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk, tingkat pendidikan masyarakat, dan jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut. 
Berdasarkan data monografi Desa Karangmangu, jumlah penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel IV. 3 Jumlah Penduduk dilihat dari jenis mata pencaharian

	No
	Jenis Mata Pencaharian
	Jumlah

	1
	Petani
	869

	2
	Buruh Tani
	1310

	3
	PNS
	58

	8
	TNI
	7

	5
	POLRI
	16

	6
	Guru Swasta
	12

	7
	Pensiunan
	53

	8
	Ibu Rumah Tangga
	1161

	9
	Pelayaran
	70

	10
	Seniman
	2

	11
	Karyawan Swasta
	119

	12
	Tukang Cukur
	3

	13
	Tukang Kayu
	11

	14
	Buruh harian lepas
	132

	15
	Tukang Jahit
	47

	16
	Penata Rias
	9

	17
	Tukang Pijit
	23

	18
	Sopir
	9

	19
	Karyawan Honorer
	8

	20
	Pengusaha Industri rumahan
	32

	21
	Lain-Lain
	1346

	22
	Total
	5265


Sumber: Data Monografi Desa Karangmangu tahun 2023

Ditinjau dari jenis mata pencaharian masyarakat Desa Karangmangu terlihat bahwa mayoritas masyarakat Desa Karangmangu bekerja sebagai buruh petani dengan jumlah 869 penduduk. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap limbah Industri rumahan Tahu di Desa Karangmangu. Banyaknya penduduk yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani membuat tingkat partisipasi masyarakat cenderung kurang karena masyarakat kurang mengetahui bagaimana cara masyarakat menyampaikan keluhan dari dampak yang ditimbulkan oleh limbah Industri rumahan, sehingga masyarakat memilih diam dan meyebabkan permasalahan limbah tersebut tidak terselesaikan.
Selanjutnya, peneliti akan menyajikan data berupa jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Karangmangu, Pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi sangat penting agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang perekonomian. Apabila masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi, maka dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menciptakan inovasi baru khususnya pada bidang kewirausahaan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Dengan hal tersebut, maka akan membantu pemerintah untuk meminimalisir banyaknya pengangguran dan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan. Selain itu, dapat menjadi bekal untuk agar tidak gagap teknologi di era saat ini.
Di bawah ini merupakan rata-rata pendidikan masyarakat di Desa Karangmangu Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal di tingkat pendidikan, pada tabel di bawah ini:

Tabel IV. 4 Jumlah Penduduk dilihat dari tingkat pendidikan
	No.
	Pendidikan Akhir
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah

	1
	TIDAK/BLM
SEKOLAH
	134
	167
	301

	2
	BELUM TAMAT
SD/SEDERAJAT
	278
	332
	610

	3
	TAMAT
SD/SEDERAJAT
	753
	845
	1598

	4
	SLTP/SEDERAJAT
	575
	578
	1153

	5
	SLTA/SEDERAJAT
	778
	748
	1526

	6
	AKADEMI/DIPLOMA
III/SARJANA MUDA
	16
	54
	70

	7
	STRATA-II
	5
	2
	7

	8
	STRATA-III
	0
	0
	0

	Total
	2539
	2726
	5265


Sumber: Data Monografi Desa Karangmangu tahun 2023

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka dapat meningkatkan partisipasi untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan limbah. Namun, berdasarkan tabel 4.5 terlihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Karangmangu paling banyak hanya lulusan SD, hal tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat minim pengetahuan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup agar terhindar dari pencemaran yang dapat merusak ekosistem dan minimnya pengetahuan masyarakat khususnya pelaku Industri rumahan mengenai administrasi perizinan industri, maka dari itu kesadaran mengenai pentingnya pendidikan bagi masyarakat Desa Karangmangu perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi demi terciptanya generasi penerus yang memiliki pengetahuan secara luas.

4.1.4 Pemerintahan Desa Karangmangu

Desa Karangmangu merupakan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Saat ini, Desa Karangmangu dipimpin oleh Bapak Budi Wicaksono S.H selaku Kepala Desa untuk periode tahun 2019-2025.
A. Visi dan Misi Visi Desa
Visi Pemerintah Desa Karangmangu adalah “Terbangunya Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Sejahtera, Dan Mandiri”
Misi Desa

1. Mewujudkan pemerintahan yang transparan
2. Meningkatkan sumber daya manusia 
3. Mengoptimalkan kinerja perangkat desa
4. Mewujudkan masyarakat desa karangmangu yang aman dan tentram
5. Mewujudkan masyarakat desa karangmangu yang nyaman dan bermartabat

Berdasarkan visi dan misi yang telah diuraikan, Desa Karangmangu memiliki salah satu tujuan yaitu mengembangkan tata kelola sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah desa dapat memberikan partisipasi pegawasan limbah demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Karangmangu. Sehingga, untuk meminimalisir limbah yang diakibatkan oleh Industri rumahan pemerintah desa dapat mengadakan sosialiasi guna memberikan edukasi kepada para pelaku
usaha Industri rumahan mengenai pembuatan penampungan limbah agar tidak langsung dialirkan ke sungai.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
b. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.
2. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, bpd, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi:
a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketrtiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Berdasarkan tugas dan fungsi pemerintah desa yang telah dijabarkan, Kepala Desa dibantu oleh Kasi Kesejahteraan dapat memberikan sosialisasi atau pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, khusunya peran untuk memberikan partisipasi dalam hal penanganan limbah yang disebabkan oleh masyarakat Industri rumahan.
Sumber : dokumentasi penelitian,2023
C. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karangmangu

Gambar II. 2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Karangmangu
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Sumber : Website Karangmangu
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4.2 Asal Usul Industri Tahu di Desa Karangmangu Kec. Tarub Kab. Tegal

Industri Tahu di desa karangmangu salah satu representasi aktivitas usaha yang berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi , Tahu sudah terkenal luas oleh masyarakat, baik mereka yang tinggal di pedalaman maupun perkotaan. Popularitas tahu disebabkan oleh cita rasanya yang lezat, serta memiliki zat yang mambantu meningkatkan gizi masyarakat yakni protein.
Limbah dalam industri tahu terdapat dua             macam limbah yaitu, limbah padat dan limbah cair. Limbah padat diolah menjadi makanan peliharaan. Dari cara pembuatan Tahu bersumber dari metode pencucian, perendaman, perebusan, penyaringan, pengepresan dan pencetakan, maupun produk pencucian dan lantai. Maka, limbah yang didapatkan cukup besar. Sebagian besar limbah dari industri pengolahan tahu berupa cairan pekat. nilai positif limbah tahu yaitu pada limbah padatnya yang seringkali digunakan untuk pakan ternak hewan seperti sapi dan kambing dan nilai negatif yang sering dilalaikan pada industri tahu adalah Limbah Cair yang seringkali dibuang kesungai dan mencemari lingkungan setempat.
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Memanfaatkan limbah sebagai bahan makanan peliharaan adalah pilihan yang baik dalam usaha memenuhi keperluan gizi hewan ternak. Dua bagian yang berhubungan dengan memanfaatkan limbah sebagai makanan ternak yaitu menyediakan persediaan makanan peliharaan yang bernilai tinggi serta dapat menghilangkan tercemarnya lingkungan. Walaupun limbah yang diolah sebagai persediaan makanan ternak dihubungankan dengan harga yang murah dan jenis 
yang rendah, sebelum menggunakan sebagai persediaan kandungan gizi, terlebih dahulu memilih pantas atau tidak bahan tersebut digunakan sebelum mengolah sebagai bahan makanan hewan peliharaan. Sayangnya, produksi tahu yang semakin meningkat untuk memenuhi permintaan pasar justru berdampak pada peningkatan pencemaran lingkungan. Pencemaran disebabkan oleh adanya limbah, terutama sisa-sisa yang tidak diinginkan pada waktu dan tempat tertentu, yang bahkan menjadi sumber bencana karena tidak memiliki nilai ekonomis.
Asal Muasal industri tahu yang ada didesa karangmangu yaitu dari Industri rumahan Bapak Suhanto dan H. Janudin dahulu dan sekarang sudah berkembang menjadi 17 Industri rumahan tahu yang berada didesa karangmangu, tingginya jumlah Industri rumahan yang ada tidak bisa dipungkiri menyebabkan limbah yang begitu amat banyak, karena tidak semua Industri rumahan mempunyai tempat penampungan industri sendiri sendiri tapi beberapa juga masih membuang limbahnya kesungai.
 Dengan adanya para pemilik Industri rumahan tahu yang membuang limbahnya kesungai itu disebabkan beberapa faktor yaitu yang pertama malasnya pengusaha membuat penampungan, kedua adanya sungai yang mungkin keberadaanya digunakan untuk limbah dan yang ketiga pengusaha kerap mengguanakan sungai untuk pembuangan karena tempat untuk industri itu berdektan dengan sungai sehingga tidak mengerti bahwa limbah yang dihasilkan mencemari sungai dan lingkungan dengan itu membuat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal melakukan pengawasan dan pembinaan guna menimalisir dampak dari limbah tahu
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